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MOTTO

“Jangan menjanjikan sesuatu yang tidak dapat Anda lakukan,
tetapi sekali Anda berjanji usahakanlah dengan sungguh-

sungguh untuk menepati janji Anda” (Surendra Patel dalam

Keman J. Habien, 2000:35).
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RINGKASAN

Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul karena kebutuhan masyarakat
akan lembaga jaminan yang tidak mengharuskan syarat penguasamm benda
jaminan pada kreditur sehingga jaminan fidusia merupakan salah satu jaminan
yang banyak digunakan oleh masyarakat kecil (ekonomi lemah). Namun
penggunaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit kadangkala menemui
kesulitan yang disebabkan karena barang jaminan tidak berada dalam penguasaan
kreditur, Keadaan yang demikian menimbulkan resiko yang cukup besar bagi
kreditur. Oleh karena itu Penulis tertarik untuk mengkaji dalam Skripsi dengan
judul  “ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK™.

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini tentang
mekanisme perjanjian kredit bank dengan menggunakan jaminan fidusia, prosedur
pembebanan jaminan fidusia. dan kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia jika
terjadi kredit macel.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang
mekanisme perjanjian kredit bank dengan menggunakan jaminan fidusia, prosedur
pembebanan jaminan fidusia, dan kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia jika
terjadi kredit macet. Tipe penulisan yang digunakan bersifat vuridis normatif,
Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang
(statute approach) dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
didukung dengan bahan non hukum yaitu wawancara dengan Dircktur Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyal Bank Pasar (Bpk. Drs. Bachtiar Widodo)., Tim
Survey Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Bapak Nasir),
dan Pelaksana Bagian Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar (Bapak Tu’i Handriyanto).

Mekanisme perjanjian kredit bank dengan menggunakan jaminan fidusia
dalam prakteknya berbentuk standar kontrak yang dilakukan melalui tahapan
permohonan kredit. analisa kredit. keputusan atas permohonan kredit, dan tahap
realisasi kredit. Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam

Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 Ayat (1) UU No.
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42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia) setelah itu dilakukan pendaftaran
Jaminan fidusia pada Kantor Pendafiaran Fidusia yang saat ini hanya terdapat di
daerah Tingkat I. Selelah semua kelengkapan dipenuhi. Kantor Pendaftaran
Fidusia akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Namun bank seringkali
tidak mendaflarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia karena
besarnya biaya dan waktu yang terlalu lama karena hanya terdapat satu kantor
disetiap Propinsi. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan cksekutorial
yang sama dengan putusan pengadilan vang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, karena terdapat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA™ (Pasal 15 Ayat (1) UU Nomor 42 Tahun
1999 Tentang Jaminan Fidusia). Apabila dikemudian hari debitur wanprestasi,
penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek
Jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Perjanjian kredit berbentuk standar kontrak pada dasarmya dapat
meningkatkan efektifitas dan efisiensi waktu dalam pemberian kredit. jaminan
fidusia. Jaminan fidusia hendaknya selalu didaftarkan dan Kantor Pendaftaran
Fidusia harus segera dibentuk disetiap daerah tingkat 11. Supaya tidak terjadi
kredit macet bank harus melakukan analisa kredit lebih mendalam kepada nasabah
debitur,
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perckonomian Indonesia dalam rangka penyediaan dana
untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat saat ini dirasakan semakin
meningkat, tidak dapat dipungkiri, di satu sisi ada masyarakat vang kelebihan
dana (surplus of fund), sedangkan di sisi lain ada masyarakal vang mempunyai
kemampuan untuk berusaha, akan tetapi lerhambat oleh kendala kekurangan dana
flack of fund). Untuk mempertemukan keduanya, diperlukan perantara yang
bertindak selaku kreditur yang menyediakan dana bagi debitur., Disinilah awal
mula terjadinya perjanjian utang atau perjanjian pemberian kredit (Muhamad
Djumhana, 1996:32),

Apabila ditinjau dari masalah modal di Indonesia, banyak pengusaha yang
digolongkan dalam golongan ekonomi lemah atau rata—rata masih membutuhkan
modal tambahan, guna memperlancar dan memajukan usahanya di bidang
perekonomian, Oleh karena itu, perlu diberi kesempatan lebih banyak kepada
pengusaha-pengusaha kecil dan ekonomi lemah (membutuhkan modal tambahan)
tersebut untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, antara lain dengan jalan
memperkuat permodalan dengan memberi bantuan kredit (Muhamad Djumhana,
1996: 232).

Kredit perbankan merupakan sektor ekonomi yang sangat penting dalam
menunjang pembangunan nasional terutama i bidang penyediaan dana
pembangunan. Hal ini berkenaan dengan dibutuhkannya fasilitas dana vang
efektif dari lembaga keuangan, Khususnya bank vang berfungsi sebagai badan
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk—bentuk
lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 Angka 2
Undang—Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan). Dalam hal ini
pemerintah mengambil suatu kebijaksanaan untuk memberikan bantuan modal
dalam ruang lingkup perkreditan, yang penyelenggaraan pelaksanaan kredit ini

banyak direalisasikan olch bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta yang

L
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b

dikoordinasi olech Bank Indonesia, karena dengan melalui kredit akan
menciptakan kegairahan dalam berusaha sehingga penggunaan uang akan
bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Usaha menyalurkan dana melalui pinjaman kredit kepada masyarakat, baik
oleh bank—bank pemerintah maupun bank-bank swasta tidak terlepas dari resiko
bahwa jumlah pinjaman kredit beserta bunganya tidak mampu dikembalikan oleh
debitur schagai pinjaman sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Oleh karena itu
sebelum memberikan kredit. pihak bank harus mampu menganalisa calon debitur.
Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan yang menyatakan “perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya
berasaskan demokrasi ckonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.
Setelah kreditur melakukan analisa, untuk memperoleh kredit debitur harus
menyerahkan jaminan sebagai bukti jika debitur telah sepakat untuk melakukan
perjanjian kredit dengan pihak kreditur. Hal ini dapat ditunjukkan melalui barang
yang dijadikan sebagai jaminan dalam memberikan kredit tersebut. Jaminan
dalam pemberian kredit sangat dibutuhkan untuk memberikan kekuatan secara
yuridis apabila debitur wanprestasi. Jaminan tersebut untuk mengikat diantara
keduanya yaitu dari pihak kreditur dan debitur. Keduanya terikat dalam satu
perjanjian kredit yang mengikat atas jaminan yang dijaminkan.

Usaha pengamanan kredit sebagai antisipasi dari resiko tersebut dapat
dilihat dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
yang menyatakan bahwa “dalam memberikan kredit bank umum wajib
mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi
utang—utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan®, sedang dalam penjelasan
Pasal 8 disebutkan bahwa untuk memperoleh kevakinan tersebut, bank harus
melakukan penilaian yang seksama terhadap karakter. kemampuan. modal,
agunan dan prospek usaha dari debitur, yang lebih dikenal dengan prinsip 5 C
(The Five C's of Credit Analysis).

Ada beberapa jaminan yang dikenal dalam hukum. Pertama, gadai, vang
diatur dalam Pasal 1150-1160 KUHPerdata, yaitu mengatur tentang penjaminan

khusus pada barang bergerak. Kedua, hipotik, vang diatur dalam Pasal 1162-1232

o
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KUHPerdata, yaitu mengatur tentang jaminan atas barang tidak bergerak. Ketiga,
hak tanggungan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang
Hak Tanggungan, yaitu mengatur tentang perjanjian—perjanjian hak-hak atas
tanah. Keempat, jaminan fidusia. yang sckarang pengaturannya tidak lagi dengan
yurisprudensi akan tetapi telah diatur dalam suatu perundang—undangan vaitu
Undang—Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Gunawan
Widjaja, 2003:4-3).

Fidusia sebagai lembaga jaminan timbul karena kebutuhan masyarakat
akan lembaga jaminan yang tidak mengharuskan syarat penguasaan benda
Jaminan dalam tangan pemberi kredit. Apabila barang yang dijadikan jaminan
adalah barang yang diperlukan dalam usaha debitur maka penguasaan barang
Jaminan oleh kreditur akan menghambat kegiatan debitur dalam melanjutkan
usahanya. Untuk mengatasi masalah tersebut sejak awal vurisprudensi
membenarkan adanya lembaga jaminan fidusia dimana penyerahan hak milik atas
benda jaminan berdasarkan atas kepercayaan (Frieda Husni Hasbullah. 2002: 44-
45).

Pada tanggal 30 Sepetember 1999, pemerintah telah mengeluarkan
Undang -Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. dalam Pasal 1
Angka 2 dinyatakan bahwa:

“Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujud atau yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana
dimaksud dalam Undang—Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan yang tetap berada dibawah penguasaan pemberi fidusia,
sebagai jaminan terhadap pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur
lainnya™.

Memperhatikan peranan jaminan yang demikian penting, bentuk jaminan
fidusia dalam perjanjian kredit merupakan salah satu jaminan yang paling cocok
dan paling banyak digunakan oleh masyarakat kecil atau golongan ekonomi
lemah, karena proses pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat.
Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam

Bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia (Pasal 5 Ayat (1) UU No.
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42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Kemudian untuk memberikan
kepastian hukum, Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
menyatakan bahwa “benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib
didaftarkan”. Pendaftaran jaminan (fidusia tersebut dilakukan pada Kantor
Pendaftaran Fidusia yang untuk pertama kali didirikan di Jakarta dengan wilayah
kerja mencakup seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (Pasal 12 Avat (1)
dan Ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Setelah proses
pembebanan dan pendaftaran selesai maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan
menerbitkan Sertifikal Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal
penenmaan permohonan pendaftaran (Pasal 14 Avat (1) UU No. 42 Tahun 1999
Tentang Jaminan Fidusia).

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial vang sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. karena
terdapat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”. Apabila debitur wanprestasi. penerima fidusia mempunyai hak
untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya
sendin (Gunawan Widjaja, 2003:149), namun penggunaan jaminan fidusia di
dalam perjanjian kredit kadangkala menemui kesulitan. Hal tersebut disebabkan
karena barang jaminan tidak berada dalam penguasaan kreditur/penerima fidusia.
akan tetapi berada dalam penguasaan debitur, sehingga masyarakat umum
beranggapan bahwa barang fidusia itu adalah milik debitur, Selain itu, pihak lain
tidak mungkin mengetahui bahwa barang tersebut sudah dialihkan hak miliknya
secara fidusia. Keadaan demikian ini menimbulkan resiko yang cukup besar bagi
kreditur. Berdasarkan hal-hal tersebut, skripsi ini bertujuan untuk mengetahui
lebih lanjut mengenai perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan
perkembangannya di dalam praktek perbankan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji dan menganalisis
tentang "ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK™,
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1.2 Permasalahan
Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan vang akan dibahas
dirumuskan sebagai berikut :
| Bagaimanakah mekanisme perjanjian kredit bank dengan menggunakan
jaminan fidusia ?
2. Bagaimanakah prosedur pembebanan jaminan fidusia ?
3. Bagaimanakah kekuatan hukum Sertifikat Jaminan Fidusia jika terjadi

kredit macet ?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini.
dibedakan menjadi dua. yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.
1.3.1. Tujuan Umum
I. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas di
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Liniversitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh
dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada
di dalam masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi

kalangan umum, para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2. Tujuan Khusus
I. Untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme perjanjian kredit
bank dengan menggunakan jaminan fidusia.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis prosedur pembebanan jaminan
fidusia.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis kekuatan hukum sertifikat

Jaminan fidusia jika terjadi kredit macet.
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1.4 Metode Penulisan

Metode ilmiah merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang
bersifal ilmiah. Suatu karyva ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat
mendekati suatu kebenaran yang sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja
bagaimana menemukan atau memperoleh sesuaty, atau menjalankan suatu
kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut

merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.

1.4.1 Tipe Penulisan

Tipe penulisan dalam skripsi ini bersifat yuridis normatif artinya
permasalahan yang dibahas dan diuraikan dalam penulisan ini difokuskan untuk
mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif vang

dihubungkan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan
pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-undang
adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan undang-
undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Peter Mahmud
Marzuki, 2005:93).

I.4.3 Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan
untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada, terkait dengan itu maka
penulis menggunakan 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu:
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum vang bersifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai

acuan utama dalam penyusunan skripsi ini antara lain Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan maupun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang

Jaminan Fidusia.

-3

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum
yang merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum (Peter
Mahmud Marzuki, 2005:141).

Bahan Non Hukum

T
A

Bahan non hukum yang digunakan adalah wawancara (Peter Mahmud
Marzuki. 2005:165) dengan Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
Rakyat Bank Pasar (Drs. Bachtiar Widodo). Tim Survey Perusahaan
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Bapak Nasir), dan Pelaksana
Bagian Kredit Perusahaan Dacrah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar
{Bapak Tu'i Handrivanto).

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju ke
prinsip-prinsip khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif,
vakni pengolahan bahan-bahan hukum non-statistik (Peter Mahmud Marzuki.
2005:42).

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi fakta
hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum
yang hendak dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum vang sekiranya
dipandang mempunyai relevansi, juga bahan-bahan non-hukum, melakukan telaah
atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan,
menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan
memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam
kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2005:171 ).
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kredit

Secara etimologi kata kredit itu berasal dari bahasa Romawi vyaitu
“credere” vang di-Indonesiakan menjadi kredit, yang artinya “kepercayaan”.
Seorang yang memperoleh kredit. berarti telah mendapat suatu kepercayaan.
Kepercayaan merupakan hal yang pokok atau bersifat prinsipiil dalam setiap
bentuk perjanjian, dilihat dari sisi ekonomi arti kredit adalah kepercayaan pihak
bank (kreditur) dalam meminjamkan sejumlah uang kepada debitur karena debitur
dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah
jangka waktu yang ditentukan.

Menurut Savelberg (dalam Mariam Darus Badrulzaman, 19¢ 21)

merumuskan yang dimaksud dengan kredil yaitu:

a. Sebagai dasar dar setiap perikatan (verbinfenis) dimana seseorang
berhak untuk menuntut sesuatu dari orang lain.

b. Sebagai jaminan dimana sescorang menyerahkan sesuatu kepada
orang lain dengan ftujuan untuk mendapat kembali apa vang
diserahkan tersebut.

Menurut [evy (dalam Mgs. Edy Putra Tje'Aman, 1989:1) :

“Kredit adalah menyerahkan secara sukarela sejumlah uvang untuk

dipergunakan secara bebas oleh penerima kredit, penerima kredit

berhak mempergunakan jumlah pinjaman itu dikemudian hari™.

Menurut Drs. Muchdarsyah Sinungan (dalam Mgs. Edy Putra Tje’ Aman,

1989:2):

“Kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak

lainnya dan prestasi itu akan dikembabkan lagi pada suatu masa

tertentu vang akan datang disertai dengan suatu kontraprestasi berupa
bunga™,

Menurut O, P. Simorangkir (dalam Hasaruddin Rahman, 1998:96):

“Kredit adalah pemberian prestasi (misalnya: uang. barang) dengan

balas prestasi (kontraprestasi) akan terjadi pada waktu mendatang”.
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Menurut M. Jakile (dalam Mariam Darus Badrulzaman, 1989:22):
“Kredit adalah suatu ukuran kemampuan dari seseorang untuk
mendapat sesuatu yang bernilai ekonomi sebagai ganti janjinya untuk

membayar kembali hutangnya pada tanggal tertentu®.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dalam Pasal 1 Angka
Il mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat
dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam
untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.2 Pengertian Perjanjian dan Perjanjian Kredit

Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata disebutkan sebagai
berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau
lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*. Pengertian
perjanjian dari Pasal 1313 KUHPerdata tersebut masih bersifat luas, yaitu bisa
mencakup perbuatan sukarela maupun perbuatan melawan hukum, dan hanya
bersifat sepihak, sementara dalam perjanjian itu sendiri selalu merupakan
perbuatan hukum antara dua pihak dan harus diperlukan kata sepakat serta
menimbulkan kewajiban kepada kedua belah pihak tersebut (Gatot Supramono.
1997:75) .

Menurut Abdulkadir Mubammad (1990:78) perjanjian adalah suatu
persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk
melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Menurut definisi di atas
sccara jelas terdapat kata sepakat antara pihak-pihak untuk melakukan sesuatu
meskipun pelaksanaan itu datang dari satu pihak. Perjanjian yang dibuat itu dapat
berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis berupa suatu
akta. Bila diperhatikan perumusan perjanjian tersebul dapat diketahui unsur-unsur
perjanjian adalah:

|. adanya pihak-pihak;
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)

adanya persetujuan;

adanya tujuan yang akan dicapai;

adanya prestasi vang akan dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syaral

-

untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu:
I. Kata sepakat
Dengan sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan
perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal
yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu (R. Subekti, 1990:17).
Pasal 1321 KUHPerdata menegaskan bahwa tiada kesepakatan yang
sah apabila didasari atas kekhilafan atau paksaan, atau penipuan.

[ £
®

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum.
Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil balig dan sehat
pikirannya adalah cakap menurut hukum (R. Subekti, 1990:17).
3. Suatu hal tertentu
Hal tertentu tersebut adalah sebagai pokok perjanjian, sebagai obyek
perjanjian baik berupa benda maupun berupa suatu prestasi tertentu,
Prestasi dari persetujuan harus jelas atau dapat ditentukan.
4. Sebab yang halal
Di dalam perjanjian harus terdapat sebab vang mendasari dari
perjanjian itu. Sebab adalah tujuan dari persetujuan dan sahnya scbab
tersebut ditenfukan pada samt persetujuan dibuat (R, Setiawan,
1994:62).

Menurut Abdulkadir Muhammad (1990:90) pada suatu perjanjian terdapat
beberapa asas yang mendasari bagi berlakunya suatu hukum perjanjian, yaitu :
a. Asas konsesualitas
Perjanjian dapat dikatakan sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak
saal lercapai kata sepukal antara para pihak, tentang pokok perjanjian
(Pasal 1320 Ayat (1) KUUHPerdata).

L
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b. Asas kebebasan berkontrak
Bahwa setiap orang mendapat  kebebasan  seluas-luasnya  untuk
mengadakan perjanjian apa saja, meski belum atau tidak diatur dalam
undang-undang sebatas tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, kepatutan, dan ketertiban umum (Pasal 1338 KU HPerdata).

¢. Asas kekuatan mengikat
Bahwa keterikatan tidak terbatas pada apa saja yang diperjanjikan, tetapi
juga terdapat segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh
kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1338 Ayat (1)
KUHPerdata).

d. Asas kepastian hukum
Kepastian hukum, dalam hukum perjanjian terungkap dari kekuatan
mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dan
tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau
karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu
(Pasal 1338 Avat 1 dan Ayat 2 KUHPerdata).

e. Asas ilikad baik
Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. ltikad baik di sini dalam
arti bukan unsur subyektif melainkan unsur obyektif. Untuk melaksanakan

perjanjian itu harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan perjanjian secara umum,
maka sesuai dengan permasalahan yang ada. perlu kiranya juga untuk mengetahui
pengertian dari perjanjian kredit terutama dalam pelaksanaannya di dunia
perbankan,

Menurut Munir Fuady (1996:40-41) ada beberapa pendapal  sarjana
mengenai perjanjian kredit yaitu :

I. Menurut Windscheid, merumuskan sebagai berikut :

“Perjanjian kredit merupakan perjanjian dengan syarat tangguh, Dalam

hal ini, pemenuhan syarat tangguh itu semata-mata bergantung pada si

peminjam (debitur) apakah dia mau mengambil kreditnya atau tidak*,

S
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2. Menurut Goudeket
“Perjanjian kredit (pinjam uang) bukan perjanjian riil, tetapi
merupakan perjanjian yang bersifat “konsesual™, “obligatoir” dan
bersifat “timbal balik®.

3. Losecaat Vermeer
“Dalam suatu perjanjian kredit ada 2 macam perjanjian. Yaitu
perjanjian untuk meminjamkan uvang dimana setelah uang it
diserahkan, maka perjanjian tersebut berubah wujud menjadi
perjanjian uang".

4. Asser-Kleyn
“Dalam hal ini dalam sebuah perjanjian kredit terdapat sebuah
perjanjian, yaitu perjanjian pendahuluan yakni yang merupakan

perjanjian kredit, dan satu lagi adalah perjanjian pinjam uang".

Menurut Hukum Perdata Indonesia perjanjian kredit merupakan salah satu
bentuk dari perjanjian pinjam meminjam, dalam bentuk apapun juga pemberian
kredit ilu pada hakekatnya adalah suatu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana
diatur dalam Pasal 1754 sampai 1769 KUHPerdata. Perjanjian pinjam meminjam
menurut Pasal 1754 adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan
kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang vang menghabis
karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan
mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan vang sama pula.

Perjanjian kredit ini perlu mendapat perhatian yang khusus baik oleh hank
sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur karena perjanjian kredit
mempunyai fungsi vang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan maupun
pelaksanaan kredit itu sendiri. Menurut Gatot Wardoyo (dalam Muhammad
Djumhana, 1996:388) perjanjian kredit mempunyai beberapa fungsi vaitu
diantaranya :

I. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian

kredit merupakan sesuatu vang menentukan batal atau tidak batalnya

L s o U



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

jian lain  yang mengikuti misalnya perjanjian pengikatan
n;

jian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai  batasan-
n hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditur:

jian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan monitoring

lacam Kredit

terdiri dari beberapa jenis bila dilibat dari beberapa segi pandangan.
1 macam, atau jenis kredit yang ada sekarang juga tidak bisa
i kebijakan perkreditan yvang digariskan sesuai dengan tujuan
- Pada mulanya kredit berdasarkan kepercayaan murni, yaitu
dit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal, dengan
a waktu maka akhimya berkembang pula unsur-unsur lain vang
san suatu kredit, sehingga selanjutnya berkembang pula jenis kredit
ri sekarang, dari kegiatan pengklasifikasian tersebut maka saat ini
enis kredit yang didasarkan pada:

redit menurut kelembagaannya, dibedakan menjadi :

dit perbankan, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Milik Negara,
1 Bank Swasta kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atay
SUMSI.

dit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Sentral kepada
k-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan
1gal dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya.

dit langsung, vaitu kredit vang diberikan oleh Bank Indonesia
ada lembaga pemerintah atau semi pemerintah. Misalnya Bank
mesia memberikan kredit langsung pada Bulog dalam rangka
ksanaan program pengadaan pangan,

dit pinjaman antarbank, yaitu kredit yang diberikan oleh bank yang

bihan dana kepada bank vang kekurangan dana. Pelaksanaannya
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dapali menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan
wesel unjuk, cek, promes (promissory note) atau sarana lainnya.
2. Jenis kredit menurul tujuan penggunaannya, dibedakan menjadi :

a. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah
atau bank swasta yang diberikan kepada perseorangan untuk
membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-har.

b. Kredil produknf:

1. Kredit investasi, yaitu kredil yang ditujukan untuk penggunaan
sebagal pembiayaan modal tetap. yaitu peralatan produksi, gedung.
dan mesin-mesin, juga untuk membiayai rehabilitasi, dan ekspansi.
Adapun jangka waktunya dapat berjangka waktu menengah atau
berjangka waktu panjang.

2. Kredit eksploitasi, yaitu kredit yang ditujukan untuk penggunaan
pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja berupa
persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam
proses piutang. sedangkan jangka waktunya berlaku pendek.

¢. Perpaduan antara kredit Kkonsumtif dan kredit produktif (semi
konsumtif dan semi produktif).

3. Jenis kredit menurut keterikatannya dengan dokumen, dibedakan menjadi :

a. Kredit ekspor, yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembiayaan
bagi usaha ckspor. Jadi bisa dalam bentuk kredit langsung maupun
tidak langsung seperti pembiayaan kredit modal kerja jangka pendek.
maupun kredit investasi untuk jenis industri yang berorientasi ekspor.

b. Kredit impor, unsur dan ruang lingkup dari kredit impor pada dasarnya
hampir sama dengan kredit ekspor karena jenis kredil ini merupakan
kredit berdokumen.

4. Jenis kredit menurut aktivitas perputaran usaha, dibedakan menjadi

a. Kredit kecil, vaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang
digolongkan sebagai pengusaha kecil. Menurut Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia Nomor 30/4/KEP/DIR tentang Pemberian
Kredit Usaha Kecil (4 April 1997), vang dimaksudkan Kredit |saha
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Kecil (KUK) yaitu kredit investasi dan atau kredit modal kerja, vang
diberikan dalam rupiah atau valuta asing kepada nasabah usaha kecil
dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 350.000.000 (tiga
ratus lima puluh juta rupiah) untuk membiayai usaha yang produktif.

b. Kredit Menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha vang
asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.

c. Kredit Besar

A

Jenis kredit menurut jangka waktu, dibedakan menjadi :

a. Kredit jangka pendek (short term loan), vaitu kredit yang berjangka
waktu maksimum 1 (satu) tahun. Bentuknya dapat berupa kredit
rekening koran, kredit penjualan, kredit pembeli, dan kredit wesel, juga
dapat berbentuk kredit modal kerja yaitu kredit untuk membiavai
kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.

b. Kredit jangka menengah (medium term loan), yaitu kredit berjangka
wakiu antara 1 (satu) tahun sampai 3 (tiga) tahun, bentuknya dapat
berupa kredit investasi jangka menengah.

c. Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3
(tiga) tahun. Kredit panjang ini pada umumnya yaitu kredit investasi
vang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk
melakukan rehabilitasi. ekspansi (perluasan), dan pendirian provek
baru.

6. Jenis kredit menurut jaminannya, dibedakan menjadi :

a. Kredit tanpa jaminan, atau kredit blanko (unsecured loan).

Adapun yang dimaksudkan dengan kredit tanpa jaminan ini yaitu
pemberian kredit tanpa jaminan materiil atau (agunan fisik),
pemberiannya sangatlah selektif’ dan ditujukan kepada nasabah besar
yang telah terup bonafiditas, kejujuran dan ketaatan, dalam transaksi
perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalani.

b. Kredit dengan jaminan (secured loan).

Kredit model ini diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya

keyakinan atas kemampuan debitur juga didasarkan kepada adanvya
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agunan atau jaminan yang berupa fisik (collateral) sebagai jaminan
tambahan misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi dan
sebagainya. Agunan sebagai jaminan tambahan ini dimaksudkan untuk
memudahkan kreditur apabila debitur wanprestasi, maka bank dapat
dengan segera menerima pelunasan hutangnya melalui cara pelelangan
atas agunan terscbut. Hal demikian dilakukan guna menekan
seminimal mungkin resiko, apabila terjadi kegagalan dalam
pelaksanaan kredit yang diberikan kepada masyarakat. Dalam praktek
kegiatan perkreditan di Indonesia, model kredit yang ada jaminan atau
agunan seperti inilah yang lebih banyak digunakan (Muhamad
Djumhana, 1996:237).

2.4 Pengertian Jaminan

Kata jaminan dalam peraturan perundang-undangan dapat dijumpai pada
Pasal 1131 KUHPerdata dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun
1998 Tentang Perbankan. Namun dalam kedua peraturan tersebut tidak
menjelaskan apa yang dimaksud dengan jaminan. Meskipun demikian dari kedua
ketentuan di atas dapat diketahui, bahwa jaminan erat hubungannya dengan
masalah utang. Biasanya dalam perjanjian pinjam meminjam uang, pihak kreditur
meminta kepada debitur agar menyediakan jaminan berupa sejumlah harta
kekayaannya untuk kepentingan pelunasan utang, apabila setelah jangka waktu
yang diperjanjikan ternyata debitur tidak melunasi.

Sesuai dengan tujuannya, barang jaminan bukan untuk dimiliki kreditur,
karena perjanjian utang-piutang bukan perjanjian jual beli yvang mengakibatkan
perpindahan hak milik atas suatu barang. Barang jaminan tidak selalu milik
debitur, tetapi undang-undang juga memperbolehkan barang milik pihak ketiga,
asalkan pihak yang bersangkutan merelakan barangnya dipergunakan sebagai
jaminan utang debitur.

Dari uraian diatas dapat diberikan pengertian, bahwa jaminan adalah suatu
perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan

sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan
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yang berlaku, apabila dalam wakiu yang ditentukan terjadi kemacetan
pembayaran utang si debitur (Gatot Supramono, 1997.75).

Dari pengertian tersebut lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa :

1. jaminan yang diberikan kepada kreditur tersebut, baik berupa hak
kebendaan maupun hak perorangan.

2. jaminan yang diberikan kepada kreditur tersebut, dapat diberikan oleh
debitur sendiri maupun oleh pihak ketiga yang disebul juga penjamin atau
penanggung, Jaminan perorangan atau penanggung hutang selalu
diberikan oleh pihak ketiga kepada kreditur.

3. jaminan yang diberikan kepada kreditur merupakan perikatan yang bersifat
accessoir.

Mengenai sifat dan perjanjian jaminan lazim dikonstruksikan sebagai
perjanjian yang bersifat accessoir. Dikalakan mempunyai sifat accessoir, karena
timbulnva perjanjian jaminan disebabkan adanya perjanjian pokok. Sehingga
perjanjian jaminan tidak akan ada bila tidak ada jaminan pokok atau dengan kata
lain perjanjian jaminan selalu menyertai perjanjian pokok. Tetapi sebaliknya
perjanjian pokok tidak selalu menimbulkan adanya perjanjian jaminan.
Kedudukan perjanjian jaminan sebagal perjanjian yang bersifal accessoir
(tambahan) itu mempunyai ciri-ciri :

1. lahir dan hapusnya tergantung pada perjanjian pokok.

b

ikut batal dengan batalnya perjanjian pokok.
3. ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.

Mengenai pentingnya suatu jaminan oleh kreditur (bank) atas suatu
pemberian kredit. tidak lain adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi resiko
yang mungkin timbul dalam tenggang wakiu antara pelepasan dan pelunasan
kredit tersebut. Keberadaan jaminan kredit (colfateral) merupakan persyaratan
guna memperkecil resiko bank dalam menyalurkan kredit. Pada prinsipnya, tidak
selalu suatu penyaluran kredit harus dengan jaminan kredit, sebab jenis usaha dan
peluang bisnis pada besarnya sudah merupakan jaminan prospek usaha itu sendiri.
hanya saja jika suatu kredit dilepas tanpa jaminan memiliki resiko yang sangat

besar, jika investasi yang dibiayai mengalami kegagalan atau tidak sesuai dengan
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perhitungan semula. Jika hal ini terjadi maka pihak kreditur akan dirugikan, sebab
dana yang disalurkan tidak dapat dikembalikan oleh debitur. Berarti kredit
tersebut macet tanpa ada aset dari nasabah yang dapat menutup kredit yang tidak
terbayar, sementara itu, jika ada jaminan, maka pihak kreditur dapat menarik
kembali dana yang disalurkan dengan memanfaatkan jaminan tersebut,
sebagaimana peraturan yang berlaku, yaitu barang jaminan dijual lelang. Hasilnya
untuk melunasi hutang dan apabila masih ada sisanya dikembalikan kepada
debitur.

Lebih dari itu., jaminan kredit dapat membantu memperlancar proses
analisis pemberian kredit dari kreditur (bank), yang dengan demikian jaminan
haruslah :

l. secured, artinya jaminan Kkredil tersebut dapat diadakan pengikatannya
secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan
yang berlaku. Sehingga apabila dikemudian hari terjadi wanprestasi maka
kreditur (bank) telah mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap

untuk menjalankan suatu tindakan hukum.

b

marketable, artinya apabila jaminan tersebut harus, perlu dan dapat
dieksekusi, maka jaminan kredit tersebut dapat dengan mudah dijual atau
divangkan untuk melunasi utang debitur (Hasanuddin Rahman,1998:163-
164).

Menurut Prof. Soebekti (dalam Mubamad Djumbana, S.H., 1996:248),
jaminan yang ideal terlihat dari :
1. dapat secara mudah membantu perolchan kredit oleh pihak vyang
memerlukannya.
2. tidak melemahkan potensi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakukan

(meneruskan} uasahanya.

Lt

memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa yaitu bila perlu

mudah divangkan untuk melunasi utang si debitur.
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2.5 Macam-Macam Jaminan
Mengenai lembaga jaminan di Indonesia dapat digolongkan dalam
beberapa jenis, antara lain :
I. Menurut praktek perbankan dibedakan menjadi dua macam, vaitu:
a. Jaminan Pokok.
Jaminan Pokok adalah jaminan yang berupa sesuatu atau benda yang
berkaitan langsung dengan kredit yang dimohon, berarti suatu proyek
atau prospek usaha debitur yang dibiayai kredit tersebut. Benda yang
berkaitan dengan kredit yang dimohonkan berarti benda yang dibiayai
atau dibeli dengan kredit yang dimohonkan.
b. Jaminan Tambahan.
Jamianan tambahan adalah jaminan yang tidak berkaitan langsung
dengan kredit yang dimohonkan, jaminan tambahan dapat berupa
jaminan kebendaan yang obycknya berupa harta benda milik debitur
maupun perorangan yaitu kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi
kewajiban debitur.
2. Menurut cara lerjadinya, dibedakan menjadi dua macam, vaitu:
a, Jaminan yang lahir karena undang-undang.
Yang dimaksud jaminan yang lahir karena undang-undang adalah
jaminan yang adanya ditunjuk Undang-undang tanpa adanya perjanjian
para pihak.
b. Jaminan yang lahir karena perjanjian.
Yang dimaksud dengan jaminan yang lahir karena perjanjian adalah
jaminan vang adanya diperjanjikan terlebih dahulu oleh para pihak.
3. Menurut obyeknya, dibedakan menjadi dua macam, vaitu:
a. Jaminan atas benda bergerak.
Jika benda bergerak maka dapat dipasang pada lembaga jaminan vang
berupa gadai atau lidusia.
b. Jaminan atas benda tidak bergerak.

Sedangkan benda jaminan berupa benda tetap maka sebagai lembaga

jaminan yang dipasang adalah hak tanggungan.
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4. Menurut kewenangan menguasai benda jaminannya, dibedakan menjadi
dua macam, yaitu:
a. Jaminan yang menguasai bendanya
b. Jaminan yang tanpa menguasai bendanya.

Jaminan yang tanpa menguasai bendanya ini sangat menguntungkan

debitur, karena debitur tetap dapat memanfaatkan benda jaminan.

Dalam hubungan ini diperlukan pengamanan ketat untuk memperkecil

resiko kreditur.

5. Menurut sifatnya, dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

KUHPerdata memang tidak menyebutkan adanya jaminan umum dan
jaminan khusus, namun dari sejumlah peraturannya dapat diketahui mana
jaminan yang bersifat umum dan mana yang bersifat khusus.

a. Jaminan umum.

Jaminan yang bersifat umum, yaitu jaminan vang diberikan oleh

debitur kepada setiap kreditur, hak-hak tagihan mana tidak mempunyai

hak saling mendahului (konkuren) antara kreditur yang satu dengan
kreditur lainnya.

Untuk jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yang

berbuny: :

Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun vang
tidak bergerak. baik yang sudah ada maupun vang baru akan ada di
kemudian hari. menjadi tanggungan untuk segala perikatannya
perscorangan.

Debitur dalam hal ini cukup pasif. tidak perlu membuat perjanjian

jaminan, karena perikatannya sudah diatur oleh undang-undang. Tanpa

adanya perjanjian yang diadakan para pihak lebih dulu. para kreditur
konkuren semuanya secara bersama-sama memperoleh jaminan umum
vang diberikan oleh undang-undang itu,

Jadi dalam jaminan umum ini, semua barang-barang milik debitur

merupakan jaminan bagi para kreditur tanpa memandang siapa kreditur

yang membual perikatan lebih dahulu. Semua kreditur mempunvai hak
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yang sama, namun mengenai pembayaran utang tidak dibagi rata dari
hasil penjualan barang-barang tersebut.
Menurut Pasal 1132 KUIPerdata, hasil penjualan barang-barang itu
dibagi-bagikan menurul keseimbangan. vailu menurut besar kecilnya
piutang masing-masing kreditur. kecuali di antara kreditur mempunyai
hak untuk didahulukan.

b. Jaminan khusus.
Pada jaminan khusus ini pihak debitur memperjanjikan kepada debitur
atas suatu barang-barang tertentu khusus diperuntukkan sebagai
jaminan utang debitur. Selain dapat berupa barang jaminan khusus
juga dapat berupa orang. Meskipun dapat berupa orang, tetapi pada
akhimya harta benda orang yang bersangkutan vang dapat disita dan
dijual lelang untuk pelunasan utang.
Sebagaimana pernah disinggung di atas bahwa untuk dapat membuat
jaminan khusus, maka pada perjanjian pokoknya harus diperjanjikan
tentang adanya hal itu. Baru kemudian dibuat perjanjian jaminannya
vang bersifal accessoir (tambahan).
Macam-macam jaminan khusus terdapat dalam KUITPerdata adalah :
I, Hipotik (untuk tanah berlaku Undang-lUndang No. 4 Tahun 1996

Tentang Hak Tanggungan)

2. Gadai
3. Penanggungan (horgiocht) (Gatot Supramono, 1997:79).

2.6 Pengertian Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia lazim disebut FEO (Fiduciare Eigendoms Overdracht),
Kata fidusia sendiri berasal dari bahasa latin “fiducia” atau Belanda * Fiducie "
yang berarti kepercayaan. Memang hubungan hukum antara debitur pemberi
fidusia dan kreditur penerima lidusia merupakan suatu hubungan hukum vang
berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima
lidusia mampu memberikan hak milik yang telah diserahkan kepadanyva setelah

debitur melunasi utangnya. Kreditur penerima fidusia juga percava bahwa debitur
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e

tidak akan menyalahgunakan barang jaminan vang berada dalam kekuasaannya
dan mau memelihara barang tersebut (Ilasanuddin Rahman, 1998:215).

Fidusia diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Dalam Pasal 1
Angka 1 discbutkan bahwa “Iidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu
benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda vang
kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda™.

Selanjutnya dalam Pasal | angka 2 disebutkan bahwa:

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud dan benda vang tidak bergerak khususnya
bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan vang tetap berada
dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang
tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima
Fidusia terhadap kreditur laimnya™.

Secara kepercayaan artinya tidak untuk betul-betul dimiliki, dalam hal ini
terdapat perbedaan antar para sarjana, disatu pihak ada yang berpendapat bahwa
pemegang jaminan fidusia yang dinamakan dengan fiduciairus benar-benar telah
menjadi pemilik dari benda jaminan dengan hak-hak sebagaimana yang dipunyai
seorang pemilik tapi di lain pihak ada vang berpendapat bahwa pemegang jaminan
fidusia terhadap pihak ketiga berkedudukan sebagai seorang pemilik. sedang pada
pemberi fidusia berkedudukan sebagai seorang pemegang gadai vang tidak
memegang benda jaminan, karena para pihak memang tidak benar-benar
bermaksud untuk mengalihkan hak milik atas benda jaminan. Penyerahan
dimaksudkan bukan untuk dimiliki melainkan penverahan didasarkan kekuasaan
untuk jaminan pelunasan hutang jika debitur tidak mampu mengembalikan
pyamannya (Frieda Husni Hasbullah, 2002:73).

Pengikatan barang melalui fidusia dimaksudkan sebagai penambah
keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi hutangnya,
menunjukkan bahwa keberadaan barang yang ditkat secara fidusia adalah
digantungkan pada perjanjian pokok. Oleh karena itu pengikatan barang secara
fidusia merupakan perjanjian yang bersifal tambahan (accessoir), sesuai dengan
Pasal 4 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

menentukan bahwa “jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian
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pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu
prestasi’.

Perjanjian fidusia ini menimbulkan hak preferen bagi kreditur. Hak
preferen adalah hak dari kreditur pemegang jaminan tertentu untuk terlebih dahulu
diberikan haknya (dibandingkan dengan kreditur lainnya) atas pelunasan
hutangnya yang diambil dari hasil penjualan barang jaminan. Hal ini dinyatakan
dalam Pasal 27 Avat (1) Undang-Undang No, 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia yaitu “Hak Preferensi adalah hak penerima fidusia untuk mengambil
pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi obyek jaminan
fidusia”. Ketentuan ini sekaligus menghapus keragu-raguan selama inl tentang ada
tidaknya hak preferen bagi penerima fidusia. Hak preferen tersebut baru diperoleh
penerima fidusia pada saat didaftarkannya fidusia dikantor pendaftaran fidusia
sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia.

2.7 Sertifikat Jaminan Fidusia

Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA™.

Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum  tetap.
Artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi atau
dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan  melalui
pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan
putusan tersebut (Gunawan Widjaja, 2003:149).

Putusan pengadilan selalu memiliki kekuatan hukum tetap karena semua
lembaga peradilan  di  Indonesia  dilakukan  “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA™ Jadi sclama putusan

belum memperoleh kekuatan hukum tetap, eksekusi belum berfungsi sebagai

tindakan hukum yang sah dan memaksa, Cara menjalankan pelaksanaannya
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adalah secara paksa dengan bantuan kekuatan hukum apabila pihak yang kalah
tidak memenuhi putusan secara sukarela.

Apabila debitur wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk
menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri, Ini
merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam
pelaksanaan cksekusinya apabila pihak pemberi fidusia wanprestasi. Oleh karena
itu, dalam undang-undang jaminan fidusia diatur secara khusus tentang cksekusi

jaminan fidusia.
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BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

I. Mekamsme perjanjian kredit bank dengan menggunakan jaminan fidusia
dalam praktek berbentuk perjanjian baku (standard contract) denpan
tahapan vaitu permohonan kredit, analisa terhadap calon nasabah terkait
dengan prinsip 4P (personality. purpose, payvment, prospect) dan 5C
(character, capacity, capital, collateral, condition of economy),
keputusan atas permohonan kredit, tahap realisasi kredit dan
pengembalian kredit pada jangka waktu yang telah diperjanjikan,

2. Pembebanan jaminan fidusia diawali penandatanganan perjanjian kredit,
pembebanan benda jaminan dengan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat
oleh notaris dan didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia kemudian
diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Dalam prakiek, bank seringkali
tidak mendaflarkan jaminan fidusia, karena Kantor Pendaftaran Fidusia
hanya terletak di daerah tingkat I sehingga membutuhkan biaya dan waktu
vang lama saat pendaftaran.

3. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang
dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap, karcna pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan kata-
kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”™. Jadi apabila debitur wanprestasi penerima fidusia
mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia

alas kekuasaannya sendiri tanpa menggugat melalui pengadilan.

4.2 Saran
I. Bank harus melakukan analisa yang lebih mendalam terhadap calon
nasabah terkait dengan prinsip 4P (personality, purpose, payment,
prospect) dan 5C (character, capacity. capital, collateral, condition of

econonyy) dan dapat memberikan arahan secara intensif serta pengawasan
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(monitoring) kepada debitur setelah dilakukannya pencairan kredit supaya
tidak terjadi kredit macet.

Jaminan fidusia wajib selalu didafiarkan dan Pemerintah harus segera
membentuk Kantor Pendaftaran Fidusia disetiap daerah tingkat 11, karena
seringkali para pihak enggan untuk mendaflarkan jaminan fidusia ke
Kantor Pendaftaran Fidusia karena besarnya biaya vang dikeluarkan dan
waktu yang terlalu lama.

Debitur harus dapat membayar kredit beserta bunganya sesuai dengan
yang diperjanjikan, karena jika debitur wanprestasi kreditur dipan
mengeksekusi langsung jaminan dengan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia

vang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
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Lampiran 1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

JI. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos @ Jember 68121
o (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

Nomor : 1459/J25.1.1/PP.8/ 2007 Jember, 25 April 2007
Lampiran
Perihal . ljin Penelitian

Yih. KEPALA PERUSAHAAN DAERAH BPR BANK PASAR DATI II
KABUPATEN LUMAJANG
di -
LUMAJANG

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : YUDISTIRA YUDHA PRAWIRA

NIM : 030710101230

Program : 8 1 llmu Hukum

Alamat :Jl, Jawa IV C No. 27 B Jember, HP. 08123466059

Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTFIKAT JAMINAN
FIDUCIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk
memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena
hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Sknpsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

. Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
+« Yang bersangkutan
e Arsip

—a


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

J1. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
& (0331) 335462 — 330482 Fax. 330482

Nomor - 1459/J25.1.1/PP.8/2007 Jember, 25 April 2007
Lampiran
Perihal : KONSULTASI

Yth. KEPALA PERUSAHAAN DAERAH BPR BANK PASAR DATI Il
KABUPATEN LUMAJANG
di -
LUMAJANG

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama - YUDISTIRA YUDHA PRAWIRA

NIM : 030710101230

Program : 5 1 limu Hukum

Alamat - JI. Jawa IV C No. 27 B Jember, HP. 08123466059

Keperluan : Konsultasi Tentang Masalah

ANALISIS YURIDIS KEKUATAN HUKUM SERTFIKAT JAMINAN
FIDUCIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami mohon bantuan untuk
memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut, karena
hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

N

)
yidaryanto, S.H., M.S.
1 120 332

Tembusan Kepada Yih :
+ Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
« Yang bersangkutan
« Arsip

e o aied
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Lampiran 2

PEMERINTAN KABIUFPATEN: LUMAJANG
PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREP ITAN BAKYAT BANK PASAR

I Jend. A. Yani No. 24 Telp. ( 0334 ) 881086 — 881946 Fax (0334) 881946
LUMAJANG -67311

SURAT KETERANGAN

Nomor : 16/ 427.82/V | 2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama © BACHTIAR WIDODO

Alamat - Jl. A Yani No. 24 Lumajang

Pekerjaan : Direktur PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang
Menerangkan bahwa

Nama © YUDISTIRA YUDHA PRAWIRA

NIM © 030710101230

Alamat ; Jl.Jawa IV C No 27 B Jember

Program . S 1/ Hukum

Telah melakukan penelitian dan konsultasi pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten
Lumajang.

Demikian Surat keterangan im kami dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

Lumajang, 25 Mei 2007

D. BPR BANK PASAR
IATEN LUMAJANG
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PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BANK PASARLUMAJANG

JI. Ahmad Yani No. 24 Lumajang Telp. (0334) 881086, 881946 Fax. (0334) BB1946

FORMULIR PERMOHONAN KREDIT -

TANGGAL 1 . ierrrremismmrrmiressnsimstsaanrees
MAMA
ALAMAT & NO. TELP.
I_PENDiDIKAN TERAKHIR
JML KELUARGA [m T T e S GERE|  Geresiaee o
fyang dibiayai) Anak ERMONYs i
PENGHASILAN / BULAN | SUBMIRP. croerroeseoesioooreoorrmommoreor oo, PAMERD. corrsviarmis st At
SUMBER PENDAPATAN : 1
( Jenis Lisaha ) 2 -
TUJUAN KREDIT -

PINJAMAN YANG

DIBUTUHKAN

JUMLAH Rp.

] Terbilang )
mcm VWAKTU 10 Buian I 20 Bulan [ 30 Bulan 40 Buwlan __L re—— TT T
ANGSURAN POKOK RP. iovvrvscisnssssssrmemmsssssssssassanserees BUNGE RPh oo s [ovrowrmrremnne S0
JENIS PINJAMAMN

[0 Pinjaman s bulanan ] Pinjaman Bulanan O Pinjaman Musima

PERNYATAAN

Saya/kamimenyalskan dala diatas adalah benar dan m
Kredit dan ketentuan mengenal pemba Yaran angsurar

enyalufii serfo lunduk pada ketentuan dan

Syaral tmum pongagan
1 kel ha K f F
BP0, BOR A e metigenal pent upun kelentuan lain yang berfaky dari waktu ke wakfu

LUMBIBIE, woiiinininssiisssssnsanssssesiiniserson sonsions 2006 NASABAH

nama lerang

| BPKB Jenis - No. Pol
Atas MNama Tahun :
] g HM () Tanah Kosong () Tanah Sawah / Tegal {0 Tanah Bangunan
- Lain - lain ]

TIDAK LAYAK

Pelugas Survey

nama lerang

MENYETLUIUI, ACCOUNT OFFICER
KABAG. PERKREDITAN

TUNPP.
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Kepada LUMBIINL + oo eimusricra o e
Yth Direktur

PD. BPR BANK HASAH

KABUPATEN LUMAJANG

Dengan Hormiat
vang bertanda tangan dibizwan ini ki

. Nama N

J. NIP/MRP T e e e e S UL S L
4. Pangkat & Golongai

9. nstansiiDinab /Kanlor ¢ il Telepon .
b, Alamatrumat i e, TRCLTRo .. .. g e ...

. TipHP/ Tip Ruiriak S H e R Ol RN Y

Liengarn ini kar rmengaluk2n petmohonan Kredit Pegawai ( PRIMA ) pada PD. BPR Bank Pasar Kabupate:
Limajang sebesar [ 5. M

T e |

Untuk keperiuan 0
Liengan Janaka Waldy

Dan sebagat kelenglkapal persyaratan dalam pengajuan kreditkamilampirkan ;

| Fotocopy KTP suamiistr dan KSK

2. Fotocopy dan asl KARPEG vang masih berlaky

3 Folocopy dan asit Sis lenaikan Fangkat terakhir

4. Folocopydan asli SKFNS

3. Fotocopy dan asli TASPEN [tk jangka walkds 5th)

6. Struk gaii bulan terakhir asli

7. Surat permyataan debitur dan bendahara gaji, Surat Rekomendasi Pimpinan, dan SuratKuasa,
(Semua persyarafan vang folo copy rangkap 2)

Demikian surat permohonan ini kami buat untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam pemberian kredit dan
kami sanggup untuk mamatuhi segala ketentuan beserta perubahan - perubahannya yang ditetapkan oleh PD,
BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang

Mengetahul & menyetujui Hormat kami
Suami / istr Debitur

Nams *za}.'..-ug.- Nama terang

R e e
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SURAT REKOMENDAS]

Nomor

Yang bertanda tangan dibawan i selaky Kepala Dinas / Kepala Bagian / Kepala Kantor | Fimpina
Perusahaan®) pada

Nama

NIP

Jabatan

Alamal

Dengan ini menerangkan bahwa °

Nama
MIP
labatan

Alamat «~ -

Adalalh pegawai dengan statos pegawal |stap pada

dan yang bersangkutan selama ini felah bekerja dengan baik serta dapal dilakukan pemotongan gaji
sesual dengan besamya gafi yang diterima, dengan Inl kami Menyarankan pada PD BPR BANK PASAR
Limajang untuk diber kreditipinjaman oleh 86088AT RP. -..ciiivinsetmensesissssnn

-

demikian Surat Rekomendasi ini dibuaf uniuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lumaiang,.. ... wer 2005

D . i)
kepala instansi

) coret yang tidak perly

RSO .
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SURAT KUASA UNTUK WEMOTONG BA
oA UNTUR MEMOTONG GAJI

Yang bertanda tangan di bawah ini -

- Nama .

- Nama Instansi

- Pekerjaan / Jabatan

- Alamal g T TR N ST a s TR

Dengan ini memberi kuasa dengan yang fidak dapat dicabut kembali tenmasuk sebagaiman

a yang disebut

dalam ketentuan Undang-undang yang menghentikan kuasa dalam Pasal 1813 Kitab Undang ‘undang Hukum

Perdata maupun oleh sebab-sebab apapun juga kepada .

....................................................................................................................................................

KHUSUS

1. M-arrmrggaﬁPenmeriKuasamu!aitanggaf .................................... sesual dengan jadwal angsuran

(repayment schedule) sebagaimana yang dibuat oleh PD BPR Bank Pasar Lumajang

membayarkan kepada PD. BPR BANK PASAR Lumajang yang berkantor di . Ahmad Yani no. 24
Lumajang, sesuai jumiah pemolongan gaji. Adapun besarnya pokok pinjaman adalah sebesar

P tormrepae e A o S S 2] ) dengan angsuran ...,

Besamya potongan gaiji i e S A
2. Melakukan Pembayaran atas seluruh kewajiban yang timbul akibat kredit dari

Creditur preference, apabila pemberi kuasa berhenti, diberhentikan, mutasi keluar
segala hal yang menyebabkan licdak terbayamya atau terganggunya jadwal ang

Bank sebagai
kota dan atau
suran pemberi
kuasa, maka penerima kuasa berhak menerima pesangon, dana pensiun, asuransl-asuransi dan

alau dana-dana. lain yang timbul akibat fidak lerpotongnya gaji pemberi kuasa dan atay
terganggunya jadwal angsuran yang selanjutnya digunakan untuk angsuran atay pelunasan kredit di

PD BPR. BANK PASAR Lumajang.

3. Melakukan segala sesuaty yang dianggap perlu guna menjaga kepenfingan angsuran kredit dan

almpehlnasmkmﬂﬁdiPDBPRBANKPASARLun@ang.
Demikian SURAT KUASA ini dibuat untuk dapal digunakan sebagaimana mestinya,

Pemberi Kuasa,

Malerai Rp. 8.000,-

serla
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Kepada Yth.

Direktur PD. BPR Bank Pasai
Kabupaten Lumajang

Di

Dengan ini kami beritahikan hatwa sesual donaun Sl Kiass Meimotong Gaji tanggal
................ e SEBBYEINIANE Brsahon pada halaman belakang surat ini atas nama !
-Nama

Instansi

- Pekerjaan / Jabatan SR o PRI T PRt
- Alamat cib ot At i sl L s D e g O

.......................................................

akan kami potong gajinya soliap oulzn sesual dengan jumiah yang Saudara tetapkan, dan
akan kami bayarkan langsung kepada ~audara sebagai angsuran pinjamannya.

Demikian agar Saudara maklim.

-----------------------------------------

T

) Diisi dengan nama instansi dan fabalan ejabal vang (wiaksanakan prnnotongan naj

R R Y -
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SURAT PERNYATAAN BENDAHARAWAN PEMOTONG GAJI
DALAM PELAYANAN KREDIT PRISMA

‘Yang bertanda tangan dibawah ini selaku bendahara gaji pada ...........cccccvviiiiiiiinns

N ama

Jabatan / Fungsi  Bendaharawan Gaji

Menyatakan dengan sebenarnya sesuail dengan jabatan, fungsi, tugas dan tanggung jawab
saya sebagai Bendaharawan Gaji dalam kaitannya dengan pemberian Kredit PRIMA,
menyatakan bahwa

1.

4

Bertanggungjawab rmemberikan data perincian gaji bulanan beserta dengan perubahan-
perubahan gaji, komponen gajl dari para pegawai di Instansi/perusahaan tempat saya
bertugas ————-s—eemma o

Bertanggungjawab memberikan data menyangkul perincian gaji bulanan herikut dengnan
perincian besarnya pclnngan Kredit kepada PD BPR Bank Pasar Lumajang selaku Creditor
Preferance —-—-- — - -

Bertanggungjawab melakukan pemotongan gaji secara rutin setiap bulannya tanpa
terkecuall sebagai angsuran Kredit dan atau pelunasan kredit terhadap penerimaan gaji
dari pagawai vang menerima fasilitas Kredit PRl MA dari BEank Pasar Lumajang.

Bertanggungjawab untuk secara rutin tanpa terkecuali menyetorkan hasil polongan gajl
sebagai angsuran Kredit PRI MA sebagaimana lersebut pada butir 3 dialas ke kantor PD.
BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang setiap bulannya sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan oleh pihak Bank Pasar Lumajang.

Bertanggungjawab terhadap segala bentuk kelalaian / kekeliruan / kesalahan yang saya
lakukan yang berakibat langsung maupun tidak langsung akan mengganggu kelangsungan
dan kelancaran pemotongan gaji dan penyetoran hasil potongan gaji sebagal angsuran
Kredit PRI MA di PD. BPR Bank Pasar Kabupaten |Lumajang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarmya secara sadar lanpa ada tekanan / atau
paksaan dari Pihak manapun

NIP

Lumajang, ...........
Mengetahui,
Pimpinan Instansi Yang membuat pernyataan
Bendaharawan instansi

Materai Rp. £.000,.-
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SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama

Tempat / Tanggal lahir
Pekerjaan g
Alamat Instansi / Perusahaan -

Adalah merupakan debitur dari Kredit PRIMA pada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang.
Apabila saya, atas kehendak sendiri dan atau karena keperiuan dinas ditugaskan untuk pindah,
mutasi atau alih tugas, maka saya bersedia untuk :

1. Melunasi sisa pinjaman PRI MA seluruhnya sebelum dilaksanakan pindah mutasi alih
tugas tersebut dilaksanakan, atau
2. Tetap akan menyelesaikan kewajiban dengan angsuran sesuai kewajiban dengan
angsuran sesuai kesepakatan semula serta :
a. Menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu (jika ada) sebelum dimutasikan:
b. Aktif dan berinisiatif untuk menyetorkan sendiri angsuran kredit ke Kantor PD. BPR
Bank Pasar Kabupaten Lumajang jika instansi / perusahaan tempat mutasi belum
melakukan pemotongan gaji saya dan jika PD. BPR Bank Pasar Kabupaten
Lumajang belum selesai dalam menatausahakan kredit atas nama saya.
c. Aktf dan berinisiatif dalam memberikan informasi menyangkut segala hal yang
berkaitan dengan pindah / mutasi / alih tugas dan pinjaman saya sampai pemotong
angsuran dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila secara sengaja saya tidak
mengikuti pemnyataan dalam surat ini saya bersedia untuk dikenakan sanksi sesuai kebutuhan
hukum dan bank yang berlaku.

T T ooy e i
Yang membuat pernyataan,

Maleral Rp. 6.000,-

P
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PERUSAHAAN DAERAH

BANK PASAR
Telp. (0334) 881086 Fax. 881946 Lumajang

I. | INFORMASI INSTANSI

1. Nama Instansi

2. Alamat / Telp.

11| INFORMASI INSTANSI
PEMOHON

1. Nama

RT: RW : Kel

2. Alamal

Kode Pos ,

3. Tempal / Tanggal Lahir

4 No. KTP [ SIM

5 Status Tempat Tinggal 0 Sendii |0 Keluarga

lo Dinas o Lainya.. ...

6. Lama Tinggal

............................. Bulan

7. Status o Kawin ]c:

Belum Kawin

_] o Ceral

8_Jumlah Tanggungan < 2 orang

> 3 orang

> 5 orang

|9, Pendidikan 0 51/S2 o Diploma

loso  [oswp  TJosmA [oLai

10, Umur Pensiun ... 1ahun

11, Nama Suarnl f 1stri

12. Nama Gadis 1bu Kandung

iI1] INFORMASI
| PEKERJAAN

1.Jabatan

Gal, Pang ka‘ :

2 Unit Kerja / Bagian

3. Lama Bekerja

4. Pekerjaan Lain - Jenis Llsaha
- Status

V.| LAMPIRAN DATA ] DOKUMEN
| PENDUKUNG

1. SK. Kenaikan Pangkat Terakhir Nomor : .

Bumn

Ada

2, Copy KTP dan fato suami / islri dan Karpeg

Ada

3. Surat Kuasa Potong Gaji dan Sural Kuasa Pelimpahan Gaj

Ada

4. Surat Kesanggupan Juru bayar untuk Memotong Gaji

Ada

| 5. Surat Keterangan Gaji terakhir dan Rekomendasi Atasan

Ada

V.| INFORMAST
PERMOHONAN dan TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT

1, Pinjaman Kradit Ke Fertama
Rp.

T

2. Jumiah Pengajuan Kredit

terbifang | {

3. Suku Bunga Kredil Perbulan

4. Jangka Waktu Kredit . bulan

5. Keperuan [/ Tujuan Kredit Pembelian Alat RT

Biava Pendidikan

P lian K
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RUSAHAAN DAERAH

ANK PASAR
0. (0334) 881086 Fax. 881946 Lumaja gy

INFORMASI
KEUANGAN

Jumlah Gaji (take home Pay) | - Rp sy
Potonigan - bank lain i
- koperas!
- arisan-arisan b i v i e
pengeluaran perhilan |,

------ . JUMLAH GAJI BERSII/ , PR s

= JUMLAH ANGSURAN - B oo i

Sisa Gaji per Bulan i 4 ST T,

Penghasilan tetap diluar gaj fn

th:h";i.H MEN ANDATANG &N i'f';. MLILIR INI SAYA MEHYﬁTﬁKﬂM BAHWA :

%quadata Liar- informasi ini ien rra 0 G beear se s nnbey kuasa kepada PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang untuk
memperoleh referensi dari sumbie) oz g v i chianggap layak oleh PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang

PD. BPR Bank Pasar I(abtz;;a[nn =__.;-Jj.|:=;. parhat monatsk perpohnnan inidantidak berkewajiban memberikan alasan penalakan
Apabila kredit direalisir dan dikenudian I|a|i i |.; ado sesisty baik disengaja maupun tidak ternyata fasilitas KREQIT PRIMA
alas nama saya MEHNUNGGAR dan alay P Hde s sy tida berkeberatan PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang
membenkan informasi kepada atasan lang =|.:r|3 ot langsiung sertn kepada semua pihak terkait lainnya guna penvelesalan
pinjaman alas namasaya tersebul

LARERERIEE o et
FEMOHON
(sggmi) { istri )
ciga lerang nama lerang
. ) b )
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| wesiis Lampiran 4

PERJANJIAN KREDIT

NO; Eil e iy fFTH.20...

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

I. Drs. BACHTIAR WIDODO Direksi Perusahaan Daearah BPR Bank Pasar Lumjang dari dan
karenanya bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kabupaten
Lumajang sebagaimana Surat Keputusan Bupati 820/ 04 / 427.64 Tahun 2006 tanggal 27 Januari

2006 yang berkedudukan di Lumajang untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU/BANK

II. MNama ey o

Alamat T ineersiel D s

Kabupaien Lumajang

Umur B R Tahun
dari dan karenanya untuk bertindak atas nama diri Sendifl | e dan karena itu
bertindak untuk  dan  A1A5 NAMA s Deriempat  finggal/berdomusili di
rerrsenenebeaereaenasereenmsnrennrene e FedbUpaten  Lumajang  untuk  selanjutnya  disebut PIHAK
KEDUA/PEMINJAM®*).

menerangkan bahwa berdasarkan Undang-undang yang berlaku KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat
dan bersedia untuk mengikatkan diri  dalam Perjanjian Kredit dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut : —---e-—-

PASAL L
(1) Fihak KESATU/BANK setuju  memberikan Pinjaman uang /Kredit kepada  Pihak
KEDUA/PEMINIAM  SeDESAI RP .cccvisisscssissscssy= ([ sosssesssssiessennsseasssarssmessens ) vang akan

dipergunakan untuk : Pengembangan Usaha jumlah mana tidak termasuk beban bunga dan biaya-
biaya lainnya. Untuk selanjutnya disebut PINJAMAN.
(2) Jumlah Pinjaman/Kredit Diberikan seluruhnya oleh Pihak KESATU dan Surat Perjanjian Kredit
ini sekaligus menjadi kwitansinya, untuk biava Materai dan Biaya lain vang timbul sehubungan
dengan Peganjian Kredit ini ditanggung oleh Pihak KEDUA,

PASAL 2
Pinjaman kredit diberikan oleh pihak KESATU/BANK untuk jangka waktu ... ... { ccovsvsesrnnsrsannnes )
bulan, terhitung sejak penandatangan Surat Perjanjian ini yaitu tanggal ....Mei 2007 schingga oleh
karena itu pinjaman tersebut harus dikembalikan seluruhnya (lunas) oleh Pihak KESATU /PEMINJAM

selambat-lambatnya pada tanggal ..........

PASAL 3
(1) Pemberian Kredit (Vide pasal satu ayat (1) ) pada peganjian im, maka
KEDUA/PEMINJAM bersedia dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk membayar bunga
terhadap pinjaman sebesar 24 % ( dua puluh empat persen ) per Tahun untuk tiap bulannya,
sehingga untuk masa pinjaman menjadi 2 % per Bulan yang akan diperhitungkan dari pinjaman

Pihak

pokok. ---
(2) PIHAK KEDUA/PEMINJAM diwajibkan membayar biaya provisi sebesar 1 %5, biaya administrasi

sebesar 1 %o (satu permil) dari Pokok pinjaman Pinjaman dan Biaya Asuransi Jiwa sesuai tagihan

Perusahaan Asuransi yang mengeover, —w—

R — . ii‘
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FPASAL 4

(1) Pinjaman /kredit sebesar RP .coseimeccssensciasnes 1= (( wereeessresmersnsseascssssesnnssnnss ) DETIKUL bunga
terscbut, pengembaliannya oleh Pihak KEDUA/PEMINJAM kepada Pihak KESATU/BANK

dilakukan secara diangsur SEIAMA e ( ceesrmsssssrinnensns ) kali. sehingga angsuran tiap bulannya

menjadi sebesar AP coceciaiscnas SENY S e ———— R ) PIHAK
KEDUA /PEMINJAM berjanji dan oleh karena itu mengikatkan dini untuk membayar angsuran
Pinjaman tersebut setiap bulannya pada setiap tanggal ressmseeeseenneeneenedan pertama kalinya jatuh

pada tanggal yang sama (7:1,7=1-7-1 S
(2) Angsuran bulanan tersebut wajib dilakukan dan dibayar oleh PEMINJAM/Pihak KEDUA kepada

BANEK/Pihak KESATLU secara berturul-turut lanpa adanya hak untuk menunggak. -----------=s===-=
(3) Untuk menjamin pengembalian pinjaman tepat waktu dan sempurna sebagaimana yang disebut
dalam ayat 1(satu) pasal ini, maka PTHAK KESATU/PEMINIAM memberikan Jadwal Angsuran
(Repayment Schedule) pada PIHAK KEDUA / PEMINJAM

PASAL S
PEMINJAM/Pihak KEDUA dengan ini menyatakan persetujuannya apatila dalam batas waktu
berlakunva kredit ini belum melunasi secara scksama dan sepatutnya seluruh jumlah kredit berikut
bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul akibat dibuatnya Perjanjian Kredit ini, maka BANK/PIHAK
KESATU berhak memperhitungkan denda (penalty (Overdue) terhadap Pihak KEDUA /PEMINIAM
sebesar 2 % ( dua persen) setiap bulan dari seluruh kewajiban PEMINJAM kepada BANK, dihitung

secara hanan

PASAL 6
Untuk menjamin terbayarmnya kembali semua hutang dari pthak peminjam kepada PIHAK
KESATU/BANK, baik karena adanya perjanjian ini maupun yang timbul pada suatu ketika termasuk
bunga, denda, ongkos-ongkos dan biaya lainnya maka dengan ini Pihak KEDUA menyatakan
menyerahkan dengan Hak Milik Secara Kepercayaan kepada Bank sebagai Jaminan hutang,
sebagaimana Bank telah menerima penyerahan Hak milik secara kepercayaan tersebut dan pihak
Peminjam atas :

Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah rumah baimu terletak di Desa Tukum
Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Luas 90 M2 dengan SHM No. 412 Gambar Simuasi

Tanggal 04 Februari 1998 Atas nama MAHADI SUSANTO.

Peminjam menyatakan pula bahwa barang-barang jaminan yang diserahkan tersebut adalah bebas dari
segala beban hukum dan selama pinjaman int belum lunas tidak akan dibebankan dengan beban hukum

apapun kepada pihak lain.

PASAL 7
Apa yang diserahkan hak miliknya dengan jalan kepercayaan terscbut tetap dipegang tetap oleh pihak
KEDUA tetapi mulai hari im tidak lagi scbapai pemilik akan tetapi schagai Peminjam barang dari
Pihak KESATU/BANK, kecuali jika hutang dan Pihak KEDUA /PEMINJAM telah lunas seluruhnya —
Pihak KEDUA atas biayanya sendini wajib memelihara apa yang diserahkan tersebut dengan sebaik-

baiknya, setiap waktu Pihak KESATU/BANK atau kuasanya berhak masuk ketempat dan melihat apa

yang diserahkan hak miliknya secara kepercayaan

T
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Segala biaya pemeliharaar pajak-pajak atau_pembaysrar derigan nama atmi sebutan apapun juga atas
apa yang diserahklan hak miliknya secara kepercayaan itu tetap harus ditanggung dan memnjadi beban
dari pihak peminjam sendiri
Penyerahan hak milik sccara kepercayaan ini yang dinyatakan dalam akta ini dilakukan dengan
perjanjian bahwa setelah pihak peminjam melunasi seluruh hutangnya kepada Pihak KESATU/BANK
maka hak milik berpindah kepada peminjam dalam keadaan waktu itu, tanpa diperiukannya suvatu
perbuatan hukum baru.

PASAL 8 .

Bank selalu berhak sewaktu-wakiu menarik kembali kredit yang termaksud dalam perjanjian ini,apabila
pembayaran kembali dari peminjam tersebut beseria bunga,denda ongkos-ongkos dan biaya-biaya lain
terhadap terhutang tidak dilakukan sebagaimana mestinya, atau peminjam tidak memenuhi kewajiban
terhadap Bank yang timbul karena perjanjian ini, dan karena Bank memutuskan untuk menarik kembali
kredit yang telah diberikan itu, maka tanpa perlu tegoran lagi bersama ini Pihak KEDUA/PEMINJAM
memberi kuasa penuh dengan hak subtitusi kepada Pihak KESATU/BANK, kuasa mana tidak dapat
ditarik kembali, dibatalkan atau menjadi berhenti dengan melepaskan segala peraturan hukum yang
mementukan sebab-sebab karena mana pada umumnya kuasa-kuasa menjadi berhenti atau batal khusus
untuk menjual barang jaminan diatas dengan cara dan dengan harga yang dianggap baik oleh Bank, baik
secara lelang dimuka umum maupun dijual secara dibawah tangan atau menyerahkan barang-barang
jaminan tersebut dialas kepada orang lain atas dasar komisi, atau dijual secara berangsur-angsur,
mengambil dan memiliki dari penjualan tersebut dan memperhitungkannya sebagai pembayaran kembal
secara sekaligus dari hutang peminjam----- e —m— —n— — b, Rl
= Dalam menentukan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, Pihak KESATU/BANK mempunyal hak

untuk menentukan sendini jumlah uang yang harus dibayar oleh Peminjam kepada Bank oleh

karena pokok pinjaman, bunga, provisi, denda dan ongkos-ongkos lain
- Jika kemudian ternyata bahwa jumlah yang ditetapkan oleh Pihak KESATU/BANK melebihi
jumlah yang sebenarnya yang harus dibayar kepadanya oleh peminjam, Peminjam berhak untuk
meminta kembali kelebihan itu akan tetapi bank tidak berkewajiban dan karenanya dibebasakan
dari membayar suatu kerugian

PASALY9
Kuasa-kuasa, pernyataan-pernyataan, surat teguran dan scbagainya yang merupakan kelengkapan dar
perjanjian kredit ini adalah merupakan bagian yang terpenting dan tak dapat dipisahkan dari perjanjian
kredit ini, yang mana jika kuasa,pernyataan dan sebagainya itu tidak diberikan, perjanjian kredit ini
tidak dilangsungkan, sehingga oleh karenya kuasa-kuasa, pernyataan ini ditentukan tidak dapat dicabut
lagi serta diberikan dengan menghapus segala ketentuan undang-undang tentang hapusnya kuasa seperti
tersebut dalam pasal 1813 KUH Perdata yang beriaku di Indonesia
Kemudian segala kelambatan /kelalaian yang disebut dalam akta ini dipandang telah terbukti dengan
lewatnya waktu saja dan atau tidak sesuai dengan jadwal angsuran, sehingga surat peringatan atau surat
lain semacam itu tidak diperlukan lagi adanya

PASAL 10
Apabila untuk keperluan sebagai mana yang disebut pada pasal 9 (sembilan) dalam perjanjian ini
dikemudian hari temyata Pihak KEDUA/PEMINIAM diperlukan kesediaannya untuk menandatangani
akta-akta dan atau surat lainnya dihadapan sctiap pejabat yang herwenang, maka Pihak
KEDUA/PEMINIJAM baik sendiri  maupun bersama-sama menyatakan kesanggupannya untuk

melakukan hal tersebut sampai selesal seluruhnya

e
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PASAL 11
Semua ongkos-ongkos yang tersebut dalam perjanjian ini termasuk ongkos penaksiran,
penyimpanan, pemeliharaan, pemeriksaan barang-barang jaminan, ongkos pengacara, ongkos
penjualan dan atau eksekusi tegasnya segala ongkos yang ditimbulkan karena perjanjian kredit ini
menjadi beban dan dipikul oleh pihak KEDUA/PEMINJAM sepenuhnya.
Pihak KEDUA/PEMINJAM bersama ini bersedia mengikatkan diri terhadap Perusahaan Daerah
BPR BANK PASAR Kabupaten Lumajang untuk tunduk pada semua ketentuan-ketentuan dan
kebiasaaan yang ada maupuan yang akan diadakan, tentang pemberian kredit pada nasabah-
nasabahnya dan Pihak KEDUA/PEMINJAM mengikatkan diri untuk menerima perubahan-
perubahan tersebut dan hal ini tidak mengurangi kekuatan hukum dan syarat sahnya Perjanjian
Kredit ini.

PASAL 12
Segala kewajiban-kewajiban dan semua akibat hukum yang timbul dari Surat Perjanjian ini tidak
berahir karena meninggalnya salah satu pihak, tapi wajib dipenuhi dan ditaati oleh ahli wans dari
masing masing pihak-
Ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian Kredit ini telah diketahui dan disetujui oleh kedua pihak
dan apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam hal perjanjian kredit ini maupun segala
akibatnya, Nasabah selaku Pihak II dan PD.BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang selaku Pihak ]
sepakat memilih kedudukan yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negen Lumajang—

Dibuatdi : Lumajang,
Tanggal © ............Me12007

PIHAK KESATU/BANK, PIHAK KEDUA/PEMINJAM,

DIREKTUR PD. BPR BANK PASAR 1.

KABUPATEN LUMAJANG

Drs. BACHTIAR WIDODO 2.
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PERJANJIAN KREDIT
NO...... /....../ LGL/PGW /2007

Yang bertanda atangan di bawah ini :
L burﬁndakunmkdnnamsnamndiﬁsmdhibﬂtunpmﬁnggﬂdi
yang dalam melakukan perbustan hukum tersebut
telah mendapat persetujuan dari Suami/lstri, yaiu bertempat tinggal yang
sama. Untuk selanjutnya disebut DEBITUR/PEMINJAM.
IL Drs. BACHTIAR WIDODO sclaku Dircktur PD. BPR Bank Pasar Kabupaten Lumajang dalam
hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan Bupati tanggal
27 Januari 2006 no. 820/04/427.64 tabun 2006 yang berkedudukan di Jl.Achmad Yani no.24
Lumajang, untuk sclanjutnya disebut BANK.
Kedua belah pihak dengan ini mencrangkan bahwa antara DEBITUR dan BANK telah sepakat dan
karensnmys saling mengikat diri untuk mengadakan perjanjian pinjam meminjam uang dengan
kotentuan dan syarst — syarat yang telah disepakati bersama sebagaimsna diatur dalam pasal-pasal

PASAL L
BANK telah menyetujui untuk memberikan kepada DEBITUR berupa fasilitas Kredit Pegawai Negeri
Sipil Pemerintahan Kabupaten Lumajang (PRIMA) dengan jumlah pinjaman uang sebesar
| 1 P T T S B e ), dengan setting kredit INSTALLMENT
yang dapat dipergunakan untuk konsumsi lainnya selanjutmya di sebut PINJAMAN, dan DEBITUR
dengan ini menyatakan bahwa telah menerima jumlah usng pinjaman tersebut untuk dipergunakan
sendiri, sehingga seberapa perlu PERJANJIAN ini berlaku pula scbagai kwilansi tanda penerimasn uang
yang sah dari BANK kepada DERITLUR.

PASAL 2

DEBITUR harus membayar kepada BANK,

}. Bunga terhadap PINJAMAN sebesar 12,6 % ( dus belas koma enam persen ) flat pertahun
dengan perhitungan secara efeknif sctara dengan flat sesuai bunga tersebut di atas, terhitung sejak
tanggal penarikan, Bunga mana harus dibayar DEBITUR kepada BANK bersama angsuran
pokoknya pertmna kali pada tanpgal yang sama, bulan berikutmya dari tanggal, bulan pencairan
kredit oleh BANK untuk selanjutnya Angsuran pokok dan bunga harus dibayarkan maksimal pada
tanggal yang sama sctisp bulannya melalui rekening / tabungan DEBITUR pada BANK.——

2, Sulu bunga dapat berubah sewakmu-waktu, khususnya terhadap kebijakan moneter (pemerintah)
schingga diluar kemampuan BANK, untuk i BANK tidak perlu mendapatkan persetujuan
terlebih dahulu dari DEBITUR, cukup dengan memberitzhukan kepada DEBITUR secara tertulis,-

< Provisi kredit sebesar 1% ( satu persen ) dari plafon, dibayar lunas dirmuka sekaligus. ————

4. Biays sdministrasi kredit sebesar Rp 0,- ( Nol Rupiah ) dibayar lunas dimuka sekaligus ————

>, Biaya Asuransi Jiwa sesuai tagihan Perusahaan Asuransi yang mengcover

BASAL 3
DEBITUR wajib mempunyai SIMPANAN WAJIB sebesar 2,5 % ( dua koma lima persen ) dari plafon
kredit yang tidak dapat diambil sebelum kredit dinyatakan Junas olech BANK.

PASAL 4 '
Pinjaman diberikan untuk jangka wakiu -..... { ceesnvesnnannss ) bulan terhitung sejak tanggal pencairan
pinjaman oleh BANK kepada DEBITUR.

PASAL S
DEBITUR dengan ini menyatakan persctujuan apabila dalam batas wakin berlakunya kredit /
keterlambatan, belum melunasi secara seksama dan scpatuinya seluruh jumlah kredit berikut hrung,l dan
bisya-bisya lainnya yang fimbul berdasarkan perjanjian ini, maka BANK berhak memperhitungkan
denda (Penalty Overdue) terhadap DEBITUR schesar 1,05 % ( satu koma nol lima persen ) dari
plafon setiap bulan dari sehuroh kewajiban DEBITUR kepada BANK,

Dan apabila DEBITUR mengalami tunggakan/keterlambatan pembayaran maka BANK berhak untuk
menginformasikan maupun memberikan sural teguran secara tertulis kepada DEBITUR dengan

tembusan atusan langsung

—
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PASAL 6
1. Jika debitur lalai dalam membayar angsuran dan atau kewajiban pokok dan bunga 2 (dua) bulan
berturut-murut, maka BANK berhak memberitahukan kepada istri / suami, atasan atau pihak-pihak
lain yang menurut BANK disegani dan atau mempunyai kepentingan dengan DEBITUR juga
kepada pemilik jaminan (apabila ada).
. BANK berhak mengambil alih tagihan-tagihan DEBITUR kepada pihak lain bilamana DEBITUR
wanprestasi.
3, Surat-surat tagihan BANK sudah merupakan bukti yang cukup atas kelalaian dan atau kesalahan

DEBITUR. -

PASAL T

Apabila DEBITUR cidera janji/wanprestasi maka DEBITUR berjanji dengan sukarela menyerahkan
agunan dan atau agunan tambahan, dan mengikatkan dinn  memberikan agunan dan atau agunan
tambahan dimaksud kepada BANK baik berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau
tidak berwujud dengan cara memberikan penyerahan hak mibik secara FIDUCIA atas barang-barang
bergerak serta dengan ini pula memben kuasa atas barang-barang bergerak tersebut kepada BANK atau
wakil-wakilnya yang ditunjuk oleh BANK untuk menjual dan atan memberikan hak serta kuasa kepada
BANK untuk melakukan bentuk pengikatan jaminan yang perlu dan dijamin oleh Undang-undang
Republik Indonesia. - ]

PASAL B
DEBITUR dapat menghentikan perjanjian kredit ini dengan seketika asal saja membayar seluruh
jumlah yang menjadi kewajibannya baik hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya kepada BANE -

P LY
Bank sewaktu-waktu tanpa harus memperhatikan jangka waktu kredit yang tercantum dalam pasal 3
tersebut di atas berhak untuk mengakhini perjanjian kredit ini atas pertimbangan sendiri ataupun dari
BANK di antaranya namun tidak terbatas pada apabila pihak DEBITUR tidak membayar angsuran
pokok beserta bunga selama 2(dua)} bulan berturut-turut dan atau fidak memenuhl salah satu dan
kewajiban-kewajibanya yang telah ditetapkan, dan karenanya dalam hal mana DEBITUR wajib
m_mbaya.r kembali dengan segera sekaligus seluruh kewajibannya berupa hutang pokok. bunga dan
biaya — biaya lainya, tanpa BANK diharuskan memberikan penngatan terleih dahuly maupun
mempergunakan bantuan orang atau pihak yang berwajib.

BANK berhak menentukan jumlah piutangnya kepada DEBITUR baik hutang yang timbul karena
perjanjian kredit ini dan atau oleh sebab apapun juga termasuk segala perhitungan bunga, provisi, biaya
pengusutan / penagihan, biaya atas barang jaminan dan biaya-biaya lainnya yang diakibatkan olch
perjanjian kredit ini, baik yang 1elah maupun yang belum dibavar / diperhitungkan oleh BANK, Dalam
hal demikian DEBITUR berjanji dan karenanya mengikat diri untuk membayar seluruhnya secara tunai
dan seketika dalam waktu 3(tiga) hari sejak tanggal pemberitahuan oleh BANK tanpa mengurangi hak
dari DEBITUR unmuk nantinya membuktikan berapa sebenamya jumlah hutang itu, akan tetapi tidak
melebihi dari 12 (dua belas) hari kerja sejak pemberitahuan BAMNK.
Untuk itu DEBITUR melepaskan haknya yang tercantum dalam pasal 1266, 1267, 1268, 1269 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata - =

PASAL 10
Jikalay DEBITUR lalai membayar apa yang harus dibayar olehnya, berdasarkan penjajian kredit ini,
maka segala ongkos penagihan, termasuk juga biaya yang dikeluarkan oleh BANE untuk kuasanya,
harus dipikul dan dibayar olch DEBITUR,

PASAL 1
Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali seluruh PINJAMAN, maka DEBITUR schelum

mempergunakan PINJAMAN harus menyerahkan jaminan, berupa

o Surat Keterangan dan Rekomendasi dari  Kelapa Dinas  / Bagian /[ Kantor

A ceesssnaseer abupaten Lumajang

O Surat Permmyataan dan kuasa untuk potong gaji ke bendahara gaji Bendahara Dinas / Bagian /
2T 1] R rp—— ¢ 1 TTR UL Lumajang

O KARPEG asli No. .ccirvarnarseiinnn

O TASPEN asli No. cosrecescsrsnnnnnanis

O SK Capeg AsliNO. ccoraceniasamaniresensmmanrsnsansnannansss

O SK Kenaikan Pangkat Terakhir Ash No. ..ooeeeee. R

Penyerahan janunan kredit tersebut dilakukan dengan surat-surat/akte-akie tersendiri. Surat-surat/akte-
akte mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit 1m

e o i
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PASAL 12
DEBITUR dalam hal ini diwajibkan oleh BANK untuk mengasuransikan jiwanya pada Perusahaan
Asuransi yang ditunjuk oleh BANK dengan ketentuan dan syarat serta nilal perfanggungan yang
dianggap perlu oleh BANK selambat-lambatnya pada hari pendropingan PINJAMAN, sedangkan
polisnya harus dimasukkan atas nama BANK atau dengan cara BANKER'S CLAUSE dan disitnpan
oleh BANK. - an

Jikalan DEBITUR lalai, maka BANK berhak tetapi tidak diwajibkan mengurus dan melakukan
penutupan asuransi tersebut, untuk menandatangani segala sesuatu yang dianggap perlu. Segala ongkos
dan pembayaran premi asuransi menjadi tanggungan dan dibayar oleh DEBITUR.

BANK berhak penuh menagih dan menerima uang ganti kerugian tersebut untuk membayar hutang
DEBITUR kepada BANK berikut bunga dan biaya-biaya lainnya sedangkan kelebihannya akan
dibayarkan kepada DEBITUR/PEMILIK JAMINAN tanpa BANK berkewajiban untuk membayar
bunga /kerugian sesuatu apapun alas sisa uang tersebut:

PASAL 13
Apabila DEBITUR melunasi kredit sebelum jaruh tempo maka DEBITUR bersedia dikenakan 3 ( tiga )
kali bunga sesuai perhitungan yang ditentukan oleh BANEK.

P 14
Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai jumlah hutang, maka para pihak telah
sepakat untuk menunjuk seorang akuntan publik dan biaya-biaya yang timbul karenanya dibebankan
kepada DEBITUR.

.15
DEBITUR menecrangkan dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapal ditarik kembali kepada BANK
untuk mendebet rekening DEBITUR pada BANK guna membayar hutang pokok berikut bunga, provisi
administrasi dan biays-biaya lainnya, dan untuk pemberian Kuasa tersebut maka para PIHAK s.cpaka;
;J:dmk :Inc:lcpaskan ketentuan pasal 1813,1814 kitab Undang-Undang Hukwm Perdata Republik
onesia. e i

PASAL 16
1. DEBITUR bersama ini bersedia mengikaikan din terhadap BANK untuk tunduk pada semua
ketentuan — ketentuan yang ada maupun yang akan diadakan, tentang pemberian kredit pada
nasabah-nasabahnya dan DEBITUR mengikatkan diri untuk menerima perubahan-perubahan
terscbut dan hal ini tidak mengurangi kekuatan hukum dan syarat sahnya perjanjian ini, —--———---
2. Segala kewajiban-kewajiban dan semua akibat hukum yang timbul dari perjajian kredit ini odak
{%kam meninggalnya salah satu, tapi wajib dipenuhi dan ditaatn oleh ahli wans

) PASAL 17
Bilamana DEBITUR meninggal dunia maka kewajiban DEBITUR yang timbul berdasarkan fasilitas

kredit yang ada dan terdapat tunggakan sebelum DEBITUR meninggal dunia dan biaya ataupun beban
yang ada atau akan timbul merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli wans dari DEBITUR. ————

PASAL 1B

Jumlah yang terhitung atau sisanya setelah dicicil ditambah dengan bunga dan biaya-biaya lainnya

harus dibayar dengan seketika dan dengan sekaligus lunas ; -

1. Jika DEBITUR dan atsu PEMILIK JAMINAN dinyatakan pailit atan dapat tempo menunda
pembayaran ( SURSEANCE VAN BETALING) baik yang bersifat sementara maupun yang past
alau;-

2, Jika atas kekayaan DEBITUR dan atau PEMINJAM dilakukan sitaan penjualan atau suatu sitaan
penjualan ( CONSERVATION) yang, disahkan -

3. Jika DEBITUR tidak membayar bunga selama 2(dua) bulan berturu-turut dan atau ndak
memenuhi salah satu dari kewajiban yang telah ditetapkan, sedang dengan lewatnyn waktu dan
atau telah terjadinya pelanggaran atas salah satu dari kewajiban kewajibanya telah cukup menjadi
bukti yang nyata atas kelalaianya dan atau kesalahanya schingga peringatan dengan surat juru sita
atau surat-surat lain scrupa itu tidak diperlukan lagi atau

4. Jikalay DEBITUR meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampunan (CURATELE) atau
karena sebab lainnya kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya atau |

5. Jikalau yang dijaminkan dengan perjanjian adalah sedemikian tupa sehingga harpanya menurut
pendapat bank ndak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas kewajiban
DEBITUR ;

6. Jikalay DEBITUR terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan atau perbuatan hukum lainys
yang menurut pertimbangan bank mencemarkan nama baik DEBITUR, untuk itu bank tidak perlu
menunggu sampai adanya putusan Pengadilan; -

R 0
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PASAL 19

DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada bank bahwa selama DEBITUR karena
sebab apapun juga berhutang kepada bank maka DEBITUR wajib ;
1.  Mengijinkan wakil-wakil BANK yang sah untuk memeriksa keadaan keuangan/pembukuan
DEBITUR serta memeriksa keadaan dari barang-barang yang dijaminkan kepada bank; -—-----------

2. tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dan BANK, DEBITUR tidak akan merubah anggaran
dasar DEBITUR atau membuat suatu perikatan hipotik atau perjanjian hutang lainya yang syarat-
syaratnya akan mengakibatkan bahwa perjanjian ini akan bertentangan dengannya;-----------—- -

3.  Menjamina bahwa hutang akan selalu mempunyai derajat sedikit-dikitnya sama dalam prioriteil
dengan pinjaman lain dari DEBITUR dan sclama masih ada jumlah yang terhotang oleh
DEBITUR kepada BANK, maka DEBITUR tidak menerima atau mengizinkan suatu penerimaan
berupa hutang atau Jain kewajiban jaminan atau beban lain atau funtutan atas harta kekayaan
DEBITUR, baik yang sekarang ataupun yang dikemudian hari di dapat atau atas penghasilannya; -

4.  Menyampaikan kepada BANK dengan segera informasi-informasi lain apapun yang diminta oleh
BANK serta tidak menyatakan pembayaran atau membayar suatu sisa hasil usaha atau melakukan
pembagian dari dana cadangan sebelum DEBITUR memenuhi kewajiban kepada BANK [—--eeue-

5. Segera memberitahukan kepada bank tentang setiap keadaanyang mempengaruhi atau mencegah
DEBITUR untuk melakukan kewajiban-kewajibanya berdasarkan perjanjian kredit ini atau
mengenai suatu usaha atau keadaan keuangan DEBITUR;

ASAL 20
Segala sesuatu yang belum cukup di atur dalam perjanjian ini , oleh para pihak akan diatur dalam surat
menyurat yang merupakan bagian dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini -

PASAL 21
Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak memilih domisili umum dan
tetap dikantor Panitera Pengadilan Negeri Lumajang di Lumajang. Pada Pengadilan Negeni tersebut
BANK dapat memberitahukan dengan resmi segala akte-akie dan exploit-exploit Pengadilan atau di luar
Pengadilan yang sekiranya perlu Dan akan mengirimkan tembusannya kepada alamat terakhir yang
dikenalnya, sedangkan pengiriman itu tidak perlu dibuktikan menurut hukum, Domisihi ini juga berlaku
untuk ahli wans dan penerima hak. s

Demikian Perjanjian ini di setujui dan ditanda tangani di Lumajang, pada han im tanggal

LR R LR L L LEERT

Dibuat rangkap dua diatas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama antara
yang satu dengan yang lainnya.

Darektur Menyetujui Debitur
PD. BPR BANK PASAR

Materai 6000

Drs. Bachtiar Widodo
Suami/istn

N
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*‘M
PRESIDER
REPUBLIK INDOHESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2000
TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA
JAMINAN FIDUSIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (4) Undang-undang
MNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta

Jaminan Fidusia,

Mengingat;

1 Pasal § ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1845,

2. Undang-undang Momor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Namor 168, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3889),

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN
FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAM FIDUSIA
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KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Fidusia adalah hak jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka
2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Kantor Pendaftaran Fidusia yang selanjutnya disebut Kantor adalah kantor yang
menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, menerbitkan, dan
menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

3. Pejabat Pendaftaran Jaminan Fidusia yang selanjutnya disebut Pejabat adalah
pejabat yang ditunjuk untuk menerima pendaftaran Jaminan Fidusia dan
menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penerima Fidusia.

4 Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

BAB Il
TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA
Bagian Pertama
Tata Cara Pendaftaran
Pasal 2
(1). Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri

{(2). Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara
tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor oleh Penerima Fidusia, kuasa, atau
wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.

(3). Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemenntah
tersendirl mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

(4). Permchonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilengkapi dengamn;

a. salinan akta notaris tentang pembebasan Jaminan Fidusia,

b surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang untuk melakukan
pendaftaran Jaminan Fidusia

D 0
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C bukti pembayaran biaya pendaltaran Jaminan Fidusia sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3)

(5). Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan
Keputusan Menteri

Pasal 3

(1) Pejabat yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia memeriksa
kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia.

{(2)  Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia
lidak lengkap, Pejabat harus langsung mengembalikan berkas permohonan
tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi

Pasal 4

(1} Dalam hal kelengkapan persyaratan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia
telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
Pejabat mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang
sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

(2).  Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia dan penyerahannya kepada pemohan
dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan permohonan
pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 5

(1) Dalam hal terdapat kekeliruan penulisan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia yang
telah diterima oleh pemohon, dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh)
hari setelah menerima sertifikat tersebut, pemohon memberitahukan kepada
Kantor untuk diterbitkan sertifikat perbaikan

(2).  Sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat tanggal yang
sama dengan tanggal sertifikat semula

(3).  Penerbitan sertifikat perbaikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak
dikenakan biaya.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pelaksanaan tata cara pendaftaran Jaminan Fidusia diatur labih
lanjut dengan Keputusan Menten

T .
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Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Pendaftaran Perubahan
Pasal 7

(1).  Dalam hal perlu diadakan perubahan pada Sertifikat Jaminan Fidusia maka
Penerima Fidusia, kuasa, atau wakilnya mengajukan permohonan pendafiaran
perubahan kepada Menteri.

(2). Permohonan pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan
melampirkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan pernyataan perubahan.

(3).  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku juga bagl permohonan
pendaftaran perubahan hal-hal yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia.

{4}, Penyerahan Serifikat Jaminan Fidusia yang dilampiri pernyataan perubahan
kepada pemohon, dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal pencatatan
permohonan pendaftaran perubahan

Bagian Ketiga
Pencoretan Pendaftaran
Pasal 8

(1) Dalam hal Jaminan Fidusia hapus karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,
kuasa, atau wakilnya wajib memberitahukan secara tertulis mengenai hapusnya
Jaminan Fidusia kepada Kantor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hapusnya
Jaminan Fidusia yang bersangkutan.

(2}  Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilampiri dengan dokumen
pendukung tentang hapusnya Jaminan Fidusia.

Pasal 9

(1) Dengan diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal B
ayat (1), Kantor pada saat yang sama mencoret pencatatan Jaminan Fidusia dari
Buku Daftar Fidusia,

(2). Pada tanggal yang sama dengan tangaal pencoretan Jaminan Fidusia dari Buku
Daftar Fidusia, Kantor menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat
Jaminan Fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi dan mencoret sertifikat yang
bersanagkutan

o



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Bagian Keempat
Sertifikat Pengganti
Pasal 10

(1). Dalam hal Sertifikat Jaminan Fidusia rusak atau hilang, Penerima Fidusia, kuasa,
atau wakilnya mengajukan permohonan sertifikat pengganti kepada Menteri.

(2). Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) dilakukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia melalui Kantor dengan melampirkan kelengkapan data
yang diperlukan.

(3). Sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberi nomor dan
tanggal yang sama dengan nomor dan tanggal sertifikat yang rusak atau hilang.

(4). Penyerahan sertifikat pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (3} dilakukan

pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan sertifikat
pengganti.

BAB Il
BIAYA PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA
Pasal 11

Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan
berdasarkan kategori sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

{(1).  Akta Jaminan Fidusia yang dibuat sebelum tanggal 30 September 2000 dapat
didaftarkan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Kantor dibentuk
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-undang

Nomor 42 Tahun 1989 tentang Jaminan Fidusia.

(2). Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat didaftarkan
setelah disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pelaksanaannya.

(3). Ketentuan mengenai kewajiban penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) tidak termasuk kewajiban pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan akta
notaris dan dalam bahasa Indonesia.

D
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(4)  Bagi Akta Jaminan Fidusia yang dibuat setelah tanggal 30 September 2000,
herlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1898 tentang Jaminan
Fidusia dan peraturan pelaksanaannya

Pasal 13

Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berada di Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hal Asasi Manusia.

Pasal 14
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan D Jakarta,
Pada Tanggal 30 September 2000
an PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 September 2000
Pj. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Ttd.

MARSILLAM SIMANDJUNTAK

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 170

e
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PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2000
TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA
JAMINAN FIDUSIA

umum

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1998 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa
Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Pendaftaran Jaminan
Fidusia tersebut, untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang
berkepentingan dan pendaftaran memberikan hak yang didahulukan (preferen) kepada
Fenerima Fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak
kepada Pemberi Fidusia untuk tetap menguasai Benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia berdasarkan kepercayaan, maka diharapkan sistem pendaftaran yang diatur
dalam Peraturan Pemerintah ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima
Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap Benda tersebut

Berdasarkan hal tersebut, dan untuk melaksanakan Pasal 5 ayat {2) dan Pasal 13 ayat
(4) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1998 tentang Jaminan Fidusia, perlu diatur tata
cara pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Proses
pendaftaran Jaminan Fidusia dimulai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia oleh
notans yang kemudian dilakukan pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor
Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran Jaminan
Fidusia, menerbitkan, dan menyerahkan Sertifikat Jaminan Fidusia. Pembuatan Akta
Jaminan Fidusia oleh notaris dikenakan biaya. Namun agar tidak menimbulkan biaya
tinggi, biaya pembuatan akta berdasarkan kategori berjenjang vang ditentukan dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah ini. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur juga tata cara
mengenai perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran Jaminan
Fidusia, dan penggantian sertifikat.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

o o
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ang dimaksud dengan kuasa adalah orang yang menerima pelimpahan wewenang

srdasarkan sural kuasa dari Penerima Fidusia untuk melakukan pendaftaran Jaminan
dusia

ang dimaksud dengan wakilnya adalah orang yang berdasarkan ketentuan peraturan
rrundang-undangan berwenang untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia

rat (3)

zrhubung biaya pendaftaran inl merupakan Penenimaan Megara Bukan Pajak, maka
ngaturannya dilakukan dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-
dang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

at (4)

iruf a

ng dimaksud dengan salinan akta notaris adalah salinan akta yang menguraikan
yek Jaminan Fidusia, termasuk salinan lampiran jika akta tersebut disertai lampiran

ruf b
Cukup jelas
ruf c
Cukup |elas
31 (5)
Cukup jelas
Pasal 3

it (1)

g dimaksud dengan memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan adalah tidak
akukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan
daftaran Jaminan Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data

t(2)

g dimaksud dengan kelengkapan persyaratan adalah persyaratan sebagaimana
aksud dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang
inan Fidusia dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini

Pasal 4

Cukup Jelas

. IoEEE
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Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perubahan, antara lain perubahan objek Jaminan Fidusia berikut
dokumen terkait, perubahan Penerimaan Jaminan Fidusia, perubahan perjanjian pokok
yang dijamin Fidusia. dan perubahan nilai penjaminan

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2]

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung adalah sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
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Yang dimaksud dengan kelengkapan data yang diperlukan adalah

a bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak, pemchon harus menyerahkan
Sertifikat Jaminan Fidusia yang rusak kepada Pejabat untuk dimusnahkan

b bagi Sertifikat Jaminan Fidusia yang hilang, pemohon harus melampirkan surat
keterangan kehilangan Sertifikat Jaminan Fidusia dari Kepolisian Republik
Indonesia.

Ayat (3)

Cukup |elas
Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup |elas

Pasal 14
Cukup |elas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4005



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

LAMPIRAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IND

NOMOR 86 TAHUN 2000

TANGGAL 30 SEPTEMBER 2000

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DAN BIAYA PEMBUATAN AKTA

JAMINAN FIDUSIA

BIAYA PEMBUATAN AKTA

No. NILAI PENJAMINAN BESAR BIAYA
1. | < Rp 50.000.000,00 Paling banvak | 30.000,00
Rp
2. | < Rp 50.000.000,00 s/d Rp 100.000.000.00 Rp | 100.000,00
EAar Rp 100.000.000.00 s/d Rp 250.000.000,00 Rp | 200.000.00
- < Rp 250.000.000,00 s'd Rp 500.000.000.00 . Rp | 500.000.00
- < Rp 500.000.000.00 s/d Rp Rp | 1.000.000.00
1.000.000,000,00
6. | < Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp Kp | 2.000.000,00
2.500.000.000,00
7. | < Rp 2,500.000.000,00 s/d Rp Rp | 3.000.000.00
5.000.000.000.,00
8. [ <Rp 5.000,000,000,00 s/d Rp Rp | 5.000.000,00
10.000.000.000.00
[ 9. | <Rp 10.000.000.000.00 Rp | 7.500.000,00

an PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Tid

MEGAWAT| SOEKARNOPUTRI
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